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BUPATI BELITUNG 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG 
 

NOMOR 4  TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN                             

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BELITUNG, 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapat evaluasi 

sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan                        

Bangka Belitung Nomor : 188.44/581/BAKUDA/2018                            

tanggal 14 Agustus 2018 tentang Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang 

Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 

2017   dan   Rancangan   Peraturan   Bupati   Belitung  tentang  

Penjabaran.... KEPALA BPKAD 
KAB. BELITUNG 

SALINAN 
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Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang 

pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Belitung tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017; 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

 
8. Undang-Undang.... KEPALA BPKAD 

KAB. BELITUNG 
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8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor  9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

Perubahan Atas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan.... 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 

Tahun 2010 Nomor 8); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 4), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 

12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung 

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 

Tahun 2017 Nomor 12); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Belitung Nomor 24); 

23. Peraturan…. 



D:\PERDA PDF\4-PERDA LKPJ APBD TA-2017.doc                                                                      5 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 

2016 Nomor 18); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 

Tahun 2017 Nomor 7); 

25. Peraturan Bupati Belitung Nomor 89 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun   

2016 Nomor 89),  sebagaimana  telah diubah terakhir dengan 

Peraturan   Bupati   Belitung  Nomor  18  Tahun  2017  tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 89 

Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 

Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 18); 

26. Peraturan Bupati Belitung Nomor 28 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten 

Belitung Tahun 2017 Nomor 28); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG 

 

dan 

 

BUPATI BELITUNG 

 

MEMUTUSKAN: 
 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berupa laporan 

keuangan memuat: 

 
a. Laporan.... 
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a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Arus Kas;  

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. Catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan laporan kinerja dan Iktisar laporan keuangan 

badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah. 
 

 

 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut: 

a. Pendapatan Rp.964.033.234.803,19  

b. Belanja Rp.878.639.555.805,40  

 Surplus/(defisit)  Rp.    85.393.678.997,79  

c. Pembiayaan   

 - Penerimaan Rp.101.448.773.591,67                

 - Pengeluaran Rp.              -  

 Surplus/(defisit)  Rp.   101.448.773.591,67               

 

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 sebagai berikut: 

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                                  

Rp. 34.775.602.147,84 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pendapatan setelah 

perubahan 

Rp.     929.257.632.655,35 

b. Realisasi Rp.     964.033.234.803,19 

 Selisih lebih/(kurang) Rp.       34.775.602.147,84 

 

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah                                

Rp. 151.139.175.407,60   dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.  1.029.778.731.213,00 

b. Realisasi Rp.     878.639.555.805,40 

 Selisih lebih/(kurang) Rp.     151.139.175.407,60 

 

 

3. Selisih…. 
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3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah           

Rp. 185.914.777.555,44 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp.    (100.521.098.557,65) 

b. Realisasi Rp.       85.393.678.997,79 

 Selisih lebih/(kurang) Rp.      185.914.777.555,44 

 

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah  Rp. 927.675.034,02 dengan rincian sebagai berikut : 

Penerimaan Pembiayaan  

- Anggaran setelah perubahan Rp.      100.521.098.557,65      

- Realisasi Rp.      101.448.773.591,67      

Selisih lebih/(kurang) Rp.             927.675.034,02 

 

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah Rp. - dengan rincian sebagai berikut: 

Pengeluaran Pembiayaan  

- Anggaran setelah perubahan Rp.                   - 

- Realisasi Rp.                   -        

Selisih lebih/(kurang) Rp.                   - 

 

6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan Neto 

sejumlah Rp. 927.675.034,02 dengan rincian sebagai berikut: 

Pembiayaan Neto  

- Anggaran setelah perubahan Rp.     100.521.098.557,65 

- Realisasi Rp.     101.448.773.591,67        

Selisih lebih/(kurang) Rp.            927.675.034,02 

 

Pasal 4 

Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

(1) huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut: 

a. Saldo anggaran lebih awal Rp.     100.521.098.557,65 

b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan 

pembiayaan tahun berjalan 

Rp.    (101.448.773.591,67)  

     

c. Sisa lebih/kurang pembiayaan 

anggaran (SilPA/SiKPA) 

Rp.     186.842.452.589,46 

d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun 

sebelumnya 

Rp.                    - 

e.  

f. 

Lain-lain 

Saldo anggaran lebih akhir 

Rp.            927.675.034,02 

Rp.     186.842.452.589,46 

Pasal.... 
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Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 

31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut: 

a. Jumlah Aset Rp.   1.684.922.790.035,24 

b. Jumlah Kewajiban Rp.          7.862.583.148,15      

c.  Jumlah Ekuitas Dana Rp.   1.677.060.206.887,09 

 

Pasal 6 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf d per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut: 

a. Pendapatan LO Rp.  1.013.214.401.518,25 

b. Beban Rp.     982.323.515.855,19     

c. Surplus/(defisit) dari kegiatan 

operasional 

Rp.       30.890.885.663,06 

d. Surplus/(defisit) dari  kegiatan non 

operasional 

Rp.        (2.345.039.367,88)          

e.  Pos Luar Biasa Rp.                      - 

f. Surplus/(defisit) - LO Rp.        28.545.846.295,18 

 

Pasal 7 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 

Tahun 2017 sebagai berikut: 

a. Saldo kas awal  per 1 Januari 2017 Rp.       91.371.161.075,19   

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp.     292.561.559.233,00 

c. Arus kas dari aktivitas investasi                           

aset non keuangan 

Rp.    (209.248.353.801,53) 

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp.                   - 

e. Arus  kas dari aktivitas transitoris Rp.            970.014.483,13 

f. Saldo kas akhir per 31 Desember 

tahun 2017 
Rp.     175.654.380.989,79 

 

Pasal 8 

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan                     

31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut: 

a. Ekuitas…. 
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a. Ekuitas awal Rp.    1.593.047.883.632,06 

b. Surplus/(defisit) - LO Rp.         28.545.846.295,18 

c. Dampak kumulatif perubahan 

kebijakan/kesalahan mendasar 

Rp.         55.466.476.959,85 

d. Ekutas akhir Rp.    1.677.060.206.887,09 

 

Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 

keuangan. 

 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari: 

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran; 

 Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran 

menurut urusan pemerintahan daerah dan 

Organisasi; 

 Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut 

urusan pemerintah daerah, organisasi, 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

 Lampiran I.3 : Rekapitulasi  realisasi anggaran belanja 

daerah menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program dan kegiatan; 

 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 

pemerintah daerah dan fungsi dalam 

kerangka pengelolaan keuangan negara; 

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Lampiran III : Laporan Operasional; 

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Lampiran V : Neraca; 

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; 

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; 

 
h. Lampiran…. 
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h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak 

Tertagih; 

j.  Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan 

penyisihan dana bergulir; 

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

l. Lampiran XII : Daftar realisasi penambahan dan 

pengurangan aset tetap daerah; 

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; 

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam 

Pekerjaan; 

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya; 

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; 

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 

berikutnya. 

 

Pasal 11 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (2) terdiri dari: 

a. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 

daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini; dan 

b. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XXI yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

 

Pasal 12 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 

 

KEPALA BPKAD 
KAB. BELITUNG 

Pasal…. 
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Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran 

Daerah Kabupaten Belitung. 

    
Ditetapkan di Tanjungpandan 

pada tanggal 16 Agustus 2018 

BUPATI BELITUNG, 

 

ttd. 

 

SAHANI SALEH 

 

Diundangkan di Tanjungpandan 

pada tanggal 16 Agustus 2018 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BELITUNG, 

 

ttd. 

 

KARYADI SAHMINAN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 NOMOR 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (3.4/2018) 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

ttd. 
 

 
IMAM FADLLI, SH 

NIP. 197109152001121002 
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LAMPIRAN  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR  4 TAHUN 2018 

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 
 
 
 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI BELITUNG, 

 

ttd. 

 

SAHANI SALEH 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
ttd. 

 

 
IMAM FADLLI, SH 

NIP. 197109152001121002 


